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Plt Bupati Mimika Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi Pengadaan Helikopter

 

Sumber: www.detik.com 

Plt Bupati Mimika Johannes Rettob (JR) ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan 

pesawat dan helikopter dengan kerugian Rp 43 miliar. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua yang 

mengusut perkara ini menilai pengadaan transportasi udara di lingkup Dinas Perhubungan 

(Dishub) Mimika itu tidak sesuai prosedur. 

 

"Jadi duduk perkara kasus yakni dimulai dari salahnya perencanaan dan juga mekanisme 

penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pengadaan barang dan jasa," ungkap Kasi Penerangan 

Kejati Papua Aguwani kepada detikcom, Jumat (27/1/2023). Aguwani mengatakan, pengadaan 

pesawat dan helikopter itu tidak melalui mekanisme lelang. Pihak rekanan yakni PT Asian Air 

One ditunjuk secara langsung sebagai penyedia. 

 

"Mereka menunjuk perusahaan itu tanpa mekanisme lelang sebagai pemenang tender pengadaan," 

sebutnya. 

 

Perusahaan tersebut ternyata dikelola istri dan kakak ipar Johanes Rettob. Sementara Direktur PT 

Asian Air One, Silvi Herawati (SH) juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. 

 

"Pengurus dalam perusahaan mulai dari Direktur yakni tersangka SH merupakan kakak iparnya. 

Dan kemudian untuk komisaris istri JR," ungkap Aguwani. 
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Aguwani menjelaskan, pengadaan pesawat Cessna Grand Caravan C 208 B EX dan helikopter 

Airbus H 125 dilakukan saat Johannes masih menjabat sebagai Kadishub Mimika. Anggaran 

pengadaannya dialokasikan sebesar Rp 85 miliar pada tahun 2015. 

 

"Dalam perjalanan pengadaan pesawat dan helikopter ini menimbulkan banyak masalah yang 

menyebabkan kerugian bagi pemerintah daerah," ujarnya. 

 

Berdasarkan hasil audit independen, pengadaan pesawat dan helikopter itu menimbulkan kerugian 

negara mencapai Rp 43 miliar. Hal ini yang juga menjadi dasar Kejati Papua menetapkan 

tersangka. 

 

"Pesawat tersebut memang sudah ada, namun sistem pengendalian pesawat tersebut belum jelas," 

urai Aguwani. 

 

Pesawat dan helikopter itu juga disorot bea cukai. Kedua transportasi udara itu disita lantaran 

pengelolaannya tidak jelas. 

 

"Tak sampai di situ helikopternya juga sudah dibeli dan kini disita oleh bea cukai. Lantaran apa, 

ini kan barang mewah. Pajaknya siapa yang tanggung sementara dalam perencanaannya tidak 

diatur sebaik mungkin. Coba bayangkan siapa yang mau bayar pajak masuknya helikopter itu ke 

Indonesia. Sementara dalam pengadaannya tidak diatur," tambah Aguwani. 

 

Tersangka Berpotensi Bertambah 

Kejati Papua menetapkan dua tersangka dalam kasus korupsi pengadaan pesawat dan helikopter 

setelah dilakukan gelar perkara pada Rabu (25/1). Penyidik juga telah memeriksa 20 saksi dalam 

kasus ini. 

 

"Jadi ada sekitar 20-an orang diperiksa sebagai saksi atas kasus ini. Lalu dari hasil gelar perkara 

ditetapkan 2 orang sebagai tersangka," imbuh Aguwani. 
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Aguwani menegaskan, kasus ini masih terus didalami penyidik. Dia mengungkap ada potensi 

tersangka bisa bertambah. 

 

"Kasus ini akan terus berjalan dan kemungkinan akan ada tersangka lain. Hanya diharapkan 

menunggu," tambahnya. Penyidik pun segera memproses berkas perkara kedua tersangka untuk 

dilimpahkan ke pengadilan. Sementara kedua tersangka belum ditahan karena dianggap 

kooperatif. 

 

"Penyidik telah diperintahkan pimpinan untuk segera melimpahkan kasus ini ke pengadilan. Jadi 

ini dulu yang sampaikan," sebut Aguwani. 

 

Plt Bupati Mimika Heran Jadi Tersangka 

Plt Bupati Mimika Johannes Rettob mengaku heran ditetapkan tersangka dalam kasus korupsi 

pengadaan pesawat dan helikopter senilai Rp 43 miliar. Dia beralasan perkara ini pernah diusut 

KPK namun belakangan disetop karena tak cukup bukti. 

 

"Saya pernah juga diperiksa di KPK 2017-2019 yang mana pemeriksaannya sama dengan di 

kejaksaan. Waktu di KPK kasusnya dihentikan," ungkap Johannes kepada detikcom, Jumat (27/1). 

 

Johannes mengutarakan, dirinya sampai empat kali diperiksa dalam kurun waktu dua tahun saat 

kasus itu diusut KPK. Dia lantas membandingkannya dengan Kejati Papua yang baru 

memeriksanya dua kali selama penyelidikan sebulan hingga ditetapkan tersangka. 

 

"Saya penyelidikan di KPK dua tahun akhirnya dinyatakan tidak bersalah. Di sini saya hanya 

penyelidikan satu bulan dan kemudian naik perkaranya jadi penyidikan dan kemudian menetapkan 

saya tersangka dengan pemeriksaan dua kali. Sedangkan di KPK saya diperiksa empat kali," 

ujarnya. 

 

Namun dia mengaku akan bersikap kooperatif dalam kasus yang menjeratnya. Dirinya juga akan 

berkomunikasi dengan Mendagri. 
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"Selama ini saya setelah jadi bupati ketika mereka panggil saya selalu datang. Walaupun 

sebenarnya harus izin Mendagri tapi saya kooperatif," pungkasnya. 

 

Sumber berita: 

1. www.detik.com, Duduk Perkara Kasus Korupsi Pesawat Helikopter yang Jerwat Plt Bupati 

Mimika, 28 Januari 2023; dan 

2. www.regional.kompas.com, Plt Bupati Mimika Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi 

Pengadaan Helikopter, 26 Januari 2023. 

Catatan: 

Pengadaan barang/jasa pemerintah untuk Tahun Anggaran 2015 mengacu kepada Peraturan 

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan beberapa perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. 

Berdasarkan peraturan tersebut, pengadaan barang/jasa didefinisikan sebagai kegiatan untuk 

memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi yang 

prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk 

memperoleh barang/jasa. Terdapat etika dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang harus 

dipatuhi oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini dicantumkan pada Pasal 6 dimana etika pengadaan 

yang harus dipatuhi antara lain: 

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, 

kelancaran dan ketepatan tercapaianya tujuan pengadaan barang/jasa; 

b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan 

barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya 

penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa; 

c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat 

terjadinya persaingan tidak sehat; 

d. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam 

pengadaan barang/jasa; dan 

e. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan 

untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak 

langsung merugikan negara. 
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Tindak pidana korupsi sebagaimana yang dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah: 

Pasal 2 (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri 

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara 

atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau 

pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 

dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 

suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada 

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau 

denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 

Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

Pasal 5 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 

(lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 

setiap orang yang: 

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara 

negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara 

tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan 

dengan kewajibannya; atau 

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau 

berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan 

atau tidak dilakukan dalam jabatannya. 

Pasal 6 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 

(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima 
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puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta 

rupiah) setiap orang yang: 

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk 

mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau 

b.  memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri 

sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat 

yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada 

pengadilan untuk diadili. 

Pasal 7 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 

(tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah): 

a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual 

bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan 

perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau 

keselamatan negara dalam keadaan perang; 

b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan 

bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a; 

c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional 

Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan 

curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; 

atau 

d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara 

Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan 

sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c. 

Pasal 8 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 

(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima 

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta 

rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan 

menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, 
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dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena 

jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau 

digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.. 

Pasal 9 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 

(lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 

pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan 

suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan 

sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan 

administrasi. 

Pasal 10 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 

(tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 

dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai 

negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan 

umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja: 

a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai 

barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau 

membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena 

jabatannya; atau 

b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau 

membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau 

c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau 

membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut. 

Pasal 11 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 

(lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 

pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal 

diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena 

kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang 

menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan 

dengan jabatannya. 
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Pasal 12 Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 

(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 

(satu miliar rupiah): 

a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, 

padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan 

untukmenggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam 

jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; 

b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal 

diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau 

disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam 

jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; 

c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga 

bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara 

yang diserahkan kepadanya untuk diadili; 

d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan 

menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau 

janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk 

mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan 

perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili; 

e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan 

diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan 

menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, 

membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk 

mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; 

f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, 

meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau 

penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai 

negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai 

utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; 
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g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, 

meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah 

merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan 

merupakan utang; 

h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, 

telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang 

berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan; atau 

i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung 

dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang 

pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk 

mengurus atau mengawasinya.” 

Pasal 13 Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan 

mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau 

kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan 

atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 

dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). 

 

Kemudian, berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan 

Pemeriksa Keuangan, yang dimaksud dengan kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, 

surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan 

hukum baik sengaja maupun lalai. Dalam melaksanakan tugasnya, dicantumkan pada Pasal 10, 

bahwa BPK memiliki wewenang untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang 

diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh 

bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badana Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau 

badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Penilaian kerugian keuangan 

negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian tersebut ditetapkan 

dengan keputusan BPK.  

Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakukan Rumusan 

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas 
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Bagi Pengadilan, dirumuskan bahwa instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian 

keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional 

sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan 

pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenanag menyatakan atau 

men-declare adanya kerugian keuangan negara. 

 

Disclaimer: 

Seluruh informasi hukum yang tersedia dalam Catatan Berita ini adalah bersifat umum dan 

disediakan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum 

maupun pendapat instansi. 

 


